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PERLUASAN WILAYAH NEGARA MENURUT
KONVENS! PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982
(STUDI KASUS: PERLUASAN WILAYAH
- NEGARA INDONESIA)

Marthinus Omba’

Hukum Internasional mengafjarkan beberapa
cara perluasan wilayah negara, yaitu pendu-
dukan, aneksasi, sesi, akresi dan preskripsi.
Perluasan wilayah negara dengan cara-cara
klasik ini sering menimbulkan konflik antar
negara yang penyelesaiannya pada umumnya
dilakukan dengan cara kekerasan dan atau da-
mai yang proses penyelesaiannya biasanya
berlarut-larut, kecuali akresi. Sebenarnya sejak
tahun 1982, masyarakat internasional telah
menyetyji suatu cara periuasan wilayah ne-
gara, yaitu melalui "United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea”. Perluasan wila-
yah negara ini lebih sebagai wilayah perluasan
wilayah laut.

1, Pendahuluan

Salah satu syarat esensiel adanya suatu negara, yakni wilayah negara.
Sebab di dalam wilayah negara, kedaulatan negara tersebut berlaku. Negara
mempunyai yurisdiksi tethadap orang, benda yang berada dan atau peristiwa
yang terjadi di wilayah negara yang bersangkutan. Pokoknya negara menja-
lankan segala aktivitas kenegaraan dalam wilayah negaranya.

Pergolakan yang terjadi di berbagai kawasan dunia dewasa ini, misalnya:
Arab-Israel di Timur Tengah, Cheknya-Rusia di bekas wilayah Uni Soviet,
pergolakan di bekas wilayah Yugoslavia di Eropa Timur: Gerakan Kanak di
Pasifik, ketegangan antara Cina dan Taiwan di Asia dan sebagainya, pada
hakekatnya timbul sebagai akibat perluasan wilayah negara.

Hukum Internasional (HI) mengajarkan beberapa cara perluasan wilayah

Nomor 3 Tahun XXVT




220 ' Hulum dan Pembangunan

negara, yaitu pendudukan, aneksasi, sesi, akresi dan preskripsi.' Perluasan
wilayah negara dengan cara-cara klasik ini sering menimbulkan konflik antar
negara yang penyelesaiannya pada umumnya dilakukan dengan cara kekeras-
an dan atau damai’ yang proses penyelesaiannya biasanya berlarut-larut,
kecuali akresi.

Sejak tahun 1982, Masyarakat Internasional (MI), telah menyetujui suatu
cara perluasan wilayah negara, yaitu melalui "United Nations Convention on
the Law of The Sea=UNCLOS I Tahun 1982 atau Konvensi Hukum Laut
Tahun 1982 (KHL 1982).%Pengaturan perluasan wilayah negara nampak da-
lam ketentuan-ketentuan Bab II Tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan
(Pasal 2-33) dan Bab IV tentang Negara Kepulavan (pasal 46-54) KHL 1982.

Ketentuan-ketentuan Bab I dan IV KHL 1982, bila dipelajari secara sek-
sama, maka pengaturannya bukan saja mengenai perluasan wilayah laut saja,
tetapi mencakup wilayah darat dan udara dari suatu negara. Perluasan wi-
layah negara dilakukan dengan cara penarikan garis-garis batas wilayah
negara dengan menggunakan garis pangkal biasa (normal baselines), garis
pangkal lurus (straight baselines) dan atau garis pangkal lurus kepulauan
(archipelagic straught baselines) sesuai ketentuan-ketentuan Bab II dan IV
KHL 1982.

Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka dalam penerapan per-
luasan wilayah negara dengan cara ini, sekaligus memperjuangkannya di fo-
rum internasional, yang akhirnya memperoleh pengakuan M1 melalui KHL
1982, schingga dalam artikel ini, perluasan wilayah negara Indonesia dija-
dikan bahan studi kasus.

Sesuai ketentuan pasat 308 KHL 1982° maka konvensi i inj secara efektif
berlaku di seluruh dunia sejak 16 Nopember 1994. Dengan demikian, dalam
hal perluasan wilayah negara secara pasnﬁk nega:a-nega:a dengan sendirinya
tunduk pada konvensi ini.

! 1.G. Suarke, Pengontar Hukum Internasional 1, Edisi Kesembilan, Alih Bahesa: Soermlm L.5.
Danuredjo dan Lukas Ginting, Aksara Peraada Indoncsin, Jakana, 1988, hal. 144.

1 Bentuk penyclesaisn persengketoan internasional dengan cars kekerssan: reforsi, reprisal dan
cmbargo, blokade damai, intervensi, melalut PBB, bahkaa teror dan perang. Sedangkan secara damai
yakni: penyclidikan, negoisasi, jasa-jnsa baik, mediagi, konsilinsi, srbitrasi dan penyelesaian hukum,

* PBE (elah mengadakan konferensi tentang Hukum Laut sebanysk dus hh scbelumnys yang
menghasilken UNCLOS T Tahun 1958 dan UNCLOS I Tahun 1969,

* Hal ini n.lmpak dalam kelentuan pasal-panal 2, §, 7, 14, 47 dan 48 KHL 1982.
? Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelsh tanggal pendepositan piagam ratifikas asu
aksesi keznam puluh (ayat 1).
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II. Permasalahan

Dengan berpedoman kepada uraian sebelumnya, maka timbul beberapa
permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu: lembaga manakah yang
berperan dalam pembentukan KHL 19827 Apakah ketentuan-ketentuan Bab
II dan IV KHL 1982 merupakan suatu cara atau teort baru? Hakekat dan
makna apa sajakah yang terkandung dalam kedua bab KHL 1982 ini? Sampai
sejauh manakah praktek negara-negara mengenai ketentuan-ketentuan Bab II
dan IV KHL 1982? Dan dampak apa sajakah yang timbul, bila suatu negara
menerapkan ketentuan-ketentuan Bab I dan IV KHL 19827

I1I. Pembahasan

A. Peranan PBB dalam Pembentukan KHIL 1982

PBB sebagai organisasi dari MI yang didirikan dengan tujuan utama yaitu
memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mempunyai peranan be-
sar dalam pembentukan KHL 1982, PBB telah berperan dalam mengharmo-
nisasikan kepentingan nasxonal dar: MI dalam pemanfaatan laut sejak tahun
1957.5

PBB sudah tiga kali mengadakan konferensi mengenai hukum laut. Kon-
ferensi pertama diadakan tahun 1958, yang hasilnya gagal dalam menghar-
monisasikan kepentingan nasional antar negara, namun telah menghasilkan
empat konvensi dan beberapa resolusi.” Konvensi-konvensi dan resolusi-
resolusi ini, telah dijadikan dasar dalam mengkaji dan merumuskan Hukum
Laut selanjutnya. Konferensi kedua, diadakan tahun 1960 yang juga gagal
dalam menghamonisasikan kepentingan nasional antar negara mengenai Le-
bar Laut Teritorial dan Hak Perikanan di Zona Tambahan. Konferensi ketiga
diadakan antara Tahun 1973-1982 yang hasilnya adalah KHL 1982, KHL

€ Sebenamnya perhatian organisasi internasional terhadap masalsh hukum laut, telah dilakukan oleh
Liga Bangea-Bangsa (LBB) dengan Konferensi Kodifikasi Hukum Laut Tahun 1930 di The Hague.
PBR sebegei pengganti LBR meneruskan usaha ini dengan mengeluackan resolusi MU No. 1105 ¢X),
tanggal 21 Pebruari 1957, agar Konferensi Mengenai Hukum Laut segera diadakan; Aye Misbach
Muhjiddin, Sttiws Hubum Peralran Kepulsuan Indonesia dan hak Lintas Kapal Asing, Alummi,
Bandung, 1933, hal. 172.

T Empat Konvensi yang dimaksud: 1. méngenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan; 2. mengenai
Laut Lzpas; 3. mengensi Perikanan dan Perlindungan Kekayasn Hayati Lawan Lepas; 4. mengenai
Landas Konfinen. Sedangkan beberapa resclusi antara lsin: test puklir di Laut Lepas; polusi di Laut
Lepas dengan bahan-bahan radio sktif, Konservasi perikansn internmsional, masalah kerjasama
mengenai konservasi, penyclenggaran konferensi Hukum Laut yang kedua dan lain-lain.
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1982 mengatur hampir semua aspek mengenai laut serta-secara maksimal te-
lah mengharmonisasikan berbagai kepentingan nasional dari MI. Penyusun-
annya dipengaruhi oleh Tata Ekonomi Internasional Baru, yang bertujuan
menciptakan keseimbangan antara negara-negara maju dan berkembang.

PBB juga telah berperan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 308 KHL
1982 yang akhirnya telah terpenuhi. Tindak lanjutnya adalah Pembentukan
Ortorita Dasar Laut Internasional sesuai pasal 308 ayat 3 KHL 1982 sebagai
perusahaan PBB yang mengelola sumber daya alam di bawah dasar laut un-
tuk kepentingan para anggotanya, sebab usaha pembentukannya sudah di-
mulai tahun 1983,

PBB senantiasa aktif mengikuti perkembangan pemanfaatan laut sesuai
ketentuan-ketentuan konvensi ini baik sekarang maupun di masa yang akan
datang.

B. Ketentuan-ketentuan Bab II dan Bab IV KHL 1982 Merupakan Cara
Yang lama Yang Baru Diakui Masyarakat Internasional

Perluasan wilayah nepara menurut ketentuan Bab 11 KHL 1982, yang le-
bih dikenal dengan ajaran/doktrin tentang Laut Teritorial, pertama kali
dikemukakan oleh Cornelius van Bijkershoek, tahun 1702, dalam bukunya
"De Dominio Maris”. Pendapatnya: kedaulatan suatu negara dapat diperiuas
keluar sampai kepada kapal-kapal di laut, sejauh jangkauan tembakan me-
riam. Pada abad ke-18, jangkauvan rata-rata dari tembakan meriam adalah
sejauh 3 mil.* _

Sebelum lahirmya KHL 1982, lebar laut teritorial (LLT) bagi setiap
negara berbeda sate sama lain. Bervariasi antara 3 sampai 2000 mil. Per-
bedaan ini didasarkan pada kepentingan nasional dari setiap negara. Setelah
lahirnya KHL 1982, LLT bagi setiap negara adalah seragam, yaitu tidak bo-
leh melebihi 12 mil sesuai ketentuan pasal 3 KHL 1982.

Perluasan wilayah negara sesuai ketentuan Bab 1V KHL 1982, pertama
kali dikemukakan oleh Aubert, seorang pakar hukum dari Norwegia pada
konferensi "Institute de Droit Internasional” di Kota Hamburg, tahun 1989,
bahwa kepulauan harus dipandang sebagai satu unit.’

Buah pikiran Aubert ini, telah berkembang dalam bentuk diskusi-diskusi
pada pertemuan-pertemuan organisasi-organisasi profesi, lembaga-lembaga

% Chairul Anwar, Horizon Barz Hukum Laut Internasional, Konvensi Hulaom Lour 1982,
Djambatan, 1989, hal. 15.

* Nugroho Wisnumunti, Rezim Perairan Kepulougn Dalam Konvensi PBB Tentang Hulam Laut
1982, Dalam Jurnal flmu Politik, Edisi 3, Gramedia, Inkaria, 1988, hal, 1, 4, 15.
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internasional, dipraktekan oleh negara-negara dalam bentuk hukum na-
sional,'® bahkan menimbulkan persengketaan antar negara yang diselesaikan
oleh Mahkamah Internasional." Buah pikiran ini juga pernah dirumuskan
dalam pasal 5 Rancangan Kodifikasi Hukum Laut pada Konferensi Hukum
Laut Tahun 1930 di The Hague, negeri Belanda.

Dalam konferensi PBB tentang Hukum Laut yang pertama (1958) dan ke-
dua (1960), masalah negara kepulavan tidak mendapat tanggapan sama se-
kali. Baru pada konferensinya yang ketiga (1973-1982), ternyata mendapat
perhatian besar. Konkritisasinya nampak pada Bab IVm pasal 46-54 1982,
Pandangan Aubert, telah menempuh jalan yang panjang dan berliku-liku
selama lebih dari satu abad, barulah memperoleh pengakuan masyarakat
internasional.

Uraian singkat di atas, dapat dipahami bahwa perluasan wilayah suatu
negara sebagaimana diatur dalam Bab II dan IV KHL 1982, sebenarnya su-
dah lama dikenal dan dipraktekkan oleh negara-negara, hanya saja peng-
akuannya baru diberikan oleh MI, pada saat pembubuhan tanda tangan pada
naskah konvensi, 10 Desember 1982 di Jamaica, teristimewa sejak 16 No-
pember 1994, saat berlakunya KHL 1982 secara efektif.

C. Hakekat dan Makna Negara Kepulauan serta Hakekat Penyeragaman,
Lebar Laut Teritorial
1. Hakekar Negara Kepulauan

Pemagaran juridis terhadap negara kepulauan dilakukan dengan mem-
bentuk garis batas wilayah negara dengan menggunakan garis pangkal lurus
kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari negara kepulauan yang
bersangkutan. Penarikan garis pangkal lurus kepulauan dilakukan sesuai
ketentuan pasal 47 KHL 1982. '

Menurut pasal 49 ayat (1) KHL 1982, semua laut, selat, pulau, delta,
semenanjung, sungai dan danau yang berada pada bagian dalam dari garis
pangkal lurus kepulauan yang ditarik sesuai ketentuan pasal 47 KHL 1982,
berada di bawah kedaulatan suatu negara kepulauan dan tunduk kepada bebe-

'° Bush pikican Aubert, melshickan “point to poinl theory™ yang diprakickkean: Amesika Serikat
dan Spanyol dalam Perjanjisn Paris Whun 1988 mengenni Kepulauan Philipina; Norwegia dengnn
Titsh Rajanya Tahun 1935; Philipina deéngan Note Verbalenys tahun 1955; Indonesia dengan
Deklarasi Djuandanya, tahun 1957, UU Prp No. 4 Tahun 1960 bescna peratumn pelaksanaanya.

"t Kagus persengkelann perfussan wilaysh negam yang disclesaikan olch Mahkamah Internasional
antara Inggeris dan Nocwegia, 1erkenal dengan "Anglo-Norwagian Fisheries Case”, thun 1951.
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rapa kekecualian menurut HI umumnya, khususnya KHL 1982. Kedaulat-
an ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan juga dasar laut dan
tanah di bawah dasar laut serta sumber kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.”

Dari uraian singkat di atas, dapat diketahui bahwa hakekat negara
kepulauan adalah perluasan wilayah suatu negara kepulauan yang meliputi:
a. Wilayah laut yang terdiri dari permukaan laut, dalam laut, dasar laut,

tanah di bawah dasar laut, sungai-sungai dan danau-danau,

b. Wilayah darat berupa pulau-pulau, karang-karang kering, delta-delta, dan
semenanjung-semenanjung;

c. Wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan darat negara kepu-
lauan.

2. Makna Negara Kepulauan

Makna yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan bab IV KHL 1982
adalah persatuan dan kesatuan dari suatu negara kepulauan. Setelah ditarik
garis-garis batas wilayah negara sesuai ketentuan pasal 47 KHL 1982, maka
pulau-pulau atau gugusan-gugusan kepulavan yang berada pada bagian dalam.
dari garis batas, merupakan satu kesatuan wilayah. Laut yang mengelilingi
pulau-pulau dan atau gugusan kepulauan yang ada di dalamnya merupakan
suatu mata rantai yang menghubungkan daratan tersebut yang tidak dapat
dipisah-pisahkan, karena sebagai satu kesatuan dan persatuan. Dalam kaitan
dengan masalah ini, Mochtar Kusuma-Atmadja, mengatakan, dengan menarik
garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau teriuar,
maka terjaminlah keutuhan dan kesatuan wilayah yang meliputi darat, Jaut
dan udara.™ :

Pandangan Aubert yang dikemnukakan satu abad yang lalu, hanya me-
nyangkut kesatuan wilayah, dari waktu ke waktu sesuai perkembangan za-
man, telah berkembang menjadi kesatuan hukum, politik, ekonomi, sosial,
budaya, ideologi, bahasa, pertahanan dan keamanan suatu negara kepulanan.
Khusus untuk Indonesia, Mochtar Kusuma-Atmadja, menambahkan dengan

2 Kekecualinn yang dimaksud antara Isin: Hak Lintas Damai (pasal 52}, Hsk Lintas Alur Laut
Kepulauan dan "Qver Flight” di s1s8 alur lsut kepulauan (pasal 53 KHL 1982).

1 Pasal 47 ayat (2) KHL 1982.

" Machtar Kusuma-Atmadja, Wawasan Nusantara dai Segl Geopolitis dan Geostrategis, Dalam
Jurnzl Luar Neger, DEPLU RI, Nomor 5, Alumni, Bandung, 1988, hal. 59.
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kesatuan transportasi (pelayaran, penerbangan) dan kesatuan komunikasi.'®

Makna apapun yang lahir dan menambah barisan makna-makna yang di-
sebutkan sebelumnya sesuai perkembangan zaman, makna-makna ini lahir
seiring dengan hakekat negara kepulauan yaitu perluasan wilayah yang
mencakup wilayah darat, laut dan udara,

3. Hakekat Penyeragaman Lebar Laut Teritorial

Sebelum terbentuknya KHL 1982, LLT bagi setiap negara berbeda satu
sama fain bervariasi antara 3 sampai 200 mil."® Dengan lahirnya KHL
1982, maka LLT bagi setiap negara adalah tidak boleh melebihi 12 mil. Ini
berarti boleh saja kurang dari 12 mil yang disesuaikan dengan kepentingan
nasional setiap negara dan atau keadaan-keadaan khusus sebagaimana diatur
dalam pasal 15 KHL 1982."

Sebagian besar negara-negara yang LLT-nya kurang dari 12 mil, sehing-
ga ketentuan pasal 3 KHL 1982 sangat menggembirakan. Apa lagi ditentukan
cara-cara penarikan garis-garis batas wilayah negara dengan menggunakan
garis pangkal blasa dan atau garis pangkal lurus. Konsekuensi dari penarikan
garis-garis batas wilayah negara tersebut di atas, dapat menimbulkan bebe-
rapa kemungkinan;

a. Laut-laut dan atau selat-selat yang sebelurnnya merupakan laut (an) be-
bas, sekarnag dapat berubah menjadi Laut Teritorial suatu negara (pasal

5 KHL 1982); _

b. Laut-laut, teluk-teluk atan muara-muara sungai status hukumnya berubah

menjadi Laut Pedalaman suatu negara (pasal 7-9 KHL 1982);
¢. Adanya perluasan wilayah darat berupa pulau-pulau, karang-karang, del-

ta-delta dan atau semenanjung-semenanjung yang berada pada bagian da-

lam dari garis pangkal lurus yang ditarik (pasal 6-10 dan 13 KHL 1982);

3 Mochtar Kusuma-Atmadja, Perkembangan Clig-cita dan Pemikiran Persaman Bangsa dan
Negaru: Sumpah Pemuda ke Wawasan Musantara, Dalam Ere Hukum No. 5 Tahun Ke-2, Fakultas
Hukum Universitas Tarumanzgam, Jakaris, 1955, hal. 10.

18 Chairul Anwar, Op. C¥r., hal. i8-19.

1 [aut Teritorial yang berhadapan awu berdampingan antara dua negars yang lebamya kurang
dari 12 mil, dapat ditetapkan kumng dari itu dengan pejanjian bilateral.
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d. Kombinasi dari ketiga kemungkinan tersebut di atas dapat terjadi sesuai
ketentuan pasal 14 KHL 1982,

Negara-negara penganut 12 mil, tampaknya tidak mengalami permasa-
lahan, namun untuk memperkokoh kedudukannya, perlu adanya ratifikasi
terhadap KHL 1982. Sedangkan negara-negara yang LLT-nya lebih dari 12
mil, perlu adanya penyesuaian. Sebaliknya negara-negara yang LLT-nya
kurang dari 12 mil, segera menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi yang
nampaknya telah dilakukan oleh sebagian besar negara-negara anggota PBB.
Sebab sampai dengan tahun 1991, sudah ada 133 negara yang telah mene-
rapkan ketentuan pasal 3 KHL 1982."° Ini berarti lebih dari 70% negara-
negara anggota PBB telah memperluas wilayah laut yang mencakup wilayah
udara dan kemungkinan besar wilayah darat secara pasifik, yang berada di
bawah kedaulatan masing-masing negara. Data ini, belum terhitung lima
tahun terakhir. Namun yang jelas, setelah KHL 1982 berlaku secara efektif,
16 Nopember 1994, jumlah negara yang memperluas wilayah negaranya se-
suai pasal 3 KHL 1982, semakin meningkat. Negara-negara maritim besar
seperti Amerika Serikat dan Inggeris yang semula tidak membubuhkan tanda
tangan pada KHL 1982, mau tidak mau menerima LLT 12 mil sesuai keten-
tuan pasal 308 ayat (1) KUHL 1982, yang sudah terpenuhi. Sebab adanya
larangan reservasi terhadap konvensi ini.

Pasal 2 KHL 1982 menegaskan bahwa kedaulatan suatu negara bukan
saja terhadap Laut Teritorial, tetapi juga wilayah udara di atasnya, dasar laut
dan tanah di bawah dasar laut dari Laut Teritorial.

Berpedoman kepada uraian singkat sebelumnya, maka dapat dipahami
bahwa hakekat penyeragaman LLT 12 mil bagi setiap negara menurut bab
I KHL 1982, yakni perluasan wilayah suatu negara yang meliputi:

a, Wilayah laut yang terdiri dari permukaan laut, dalam laut, dasar Iaut
serta tanah di bawah dasar laut;

b. Wilayah udara di atas permukaan Laut Teritorial;

¢. Wilayah darat berupa pulau-pulau, karang-karang, delta-delta dan atau
semenanjung-semenanjung yang terbentuk dengan menggunakan garis
pangkal biasa dan atau garis pangkal lurus.

Kekecualian bagi negara-negara yang LLT-nya lebih dari 12 mil, yakni
pengurangan wilayah negaranya, sebab MI tidak mengakuinya.

Perscrikatan  Bangsa-Bangsa, Pengelahuan Dasar Mengenal Pcn’enl‘amn Bangsa-Bangsa,
Kantor Pencrangan PBB, Jakarta, 1993, hal. 260.
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D. Praktek Perluasan Wilayah Negara Menurut Bab II dan IV KHL
1982 (Studi Kasus: Indonesia)
Pada bagian B, telah dikemukakan bahwa ketentuan-ketentuan Bab II dan
IV KHL 1982, merupakan cara lama yang baru diakui MI. Itu berarti sudah
ada negara-negara yang mempraktekannya baik sebelum maupun setelah
lahirnya KHL 1982. Di bawah ini diturunkan studi kasus perluasan wilayah
negara menurut Bab IT dan IV KHL 1982 oleh Indonesia.

1. Dekiarasi Djuanda, 13 Desember 1957

Sebelum dikeluvarkannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957,
Hukum Laut yang berlaku di Indonesia adalah "Teritoriale Zee en Maritime
Kringen Ordonantie” (S. 1939-442)." Ketentuannya mengenai LLT
yakni:®

.. lebar laut teritorial 3 mil diukur dari garis-garis air rendah

(garis air pasang surut) yang mengikuti liku-liku pulau-pulau atau

dari pulau Indonesia, kecuali di muara sungai dan teluk yang lebar

mulutnya kurang dari 10 mil laut di mana garis lurus dapar digu-

nakan sebagal garis pangkal laut teritorial di mulut reluk tersebut.
Konsekuensi dari ketentuan ini, yakni terdapatnya kantong-kantong laut
lepas. Hal ini sangat merugikan Indonesia, baik secara politik, hukum,
ekonomi maupun pertahanan keamanan. Keadaan ini mendorong pemerintah
untuk mencari pemecahannya.

Pemecahan yang dilakukan oleh Indonesia adalah dikeluarkannya Dek-
larasi Djuanda, 13 Desember 1957 tentang Perairan Indonesia. Pertim-
bangannya antara lain: bentuk geografis Indonesia, pasal 1 ayat (1) S. 1939-
442 sudah tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan Indonesia
sebagai negara merdeka berhak mengambil tindakan-tindakan.untuk melin-
dungi dirinya. Sedangkan inti sari dari pengumuman ini: LLT adalah 12 mil,
diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar.dari pulau-
pulau terluar negara Indonesia.® Deklarasi ini, kemudian memperoleh
kekuatan hukum melalui UU.No. 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indo-
nesia beserta peraturan pelaksanaannya.

Konsekuensi dati penarikan garis-garis pangkal lurus di atas adalah:

¥ Berlakunya Hukum Laut produk penjajah ini bersumber pada Pasal 11 Aturan Peralihan UUD
1945, pasal 192 KRIS dan pasaj 142 UUDS *50.

® Atje Misbach Muhjiddin, Op.CTr., hal, 44,
2 Mochtar Kusuma-Atmadja, Perkembangan Hukwm Lawt Indonesia Dewasa Ini, Celakan Ke-2,
Binacipta, Bandung, 1986, hal. 4.
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1. Beberapa laut, teluk, muara sungai, selat, status hukumnya berubah dari
lautan bebas menjadi laut pedalaman, Misalnya: Laut Jawa, laut Banda,
Selat Karimata dan sebagainya;

2. Terjadinya perluasan wilayah Indonesia yang semula 2.027.087 Km2
(daratan) menjadi + 5.193,250 Km2 (darat dan laut). Jadi suatu
penambahan wilayah berupa perairan nasional sebesar + 3.166.163
Km2.2

Perluasan wilayah negara Indonesia ini, bukan saja wilayah laut, tetapi
meliputi wilayah udara serta daratan berupa pulau-pulau, semenanjung-seme-
nanjung dan delta-delta.

Tindakan Indonesia secara unilateral ini, pada mulanya mendapat ten-
tangan dari Amerika Serikat, Inggeris, Belanda, Australia dan Selandia Baru.
Nzmun demikian Indonesia tetap memperjuangkannya di forum internasional,
yang akhirnya memperoleh pengakuan internasional melalui ketentuan Bab
II dan IV KHL 1982.

Perkembangan selanjutnya menunjukan bahwa wilayah negara Indonesia,
ada kecendrungan untuk bertambah luas. Etty R. Agoes, dalam Disertasinya
mengatakan bzhwa bila Indonesia menarik garis-garis batas wilayah negara
dengan menggunakan garis pangkal biasa, garis pangkal lurus dan garis
pangkal kepulauan, diperkirakan luas wilayah Republik Indonesia akan ber-
tambah.”? Atje Misbach Muhjiddin, lebih konkrit lagi menulis: pada tahun
1975, jumlah pulau-pulau Indonesia berjumlah 13.667 pulau. Pada tahun
1986, berjum!lah 17.508 pulau. Jumliah pulau akan senantiasa dapat berubah
karena bertambahnya daerah yang dapat dipetakan secara terperinci disam-
ping adanya perubahan alamiah.*

Dari data yang tertera di atas dapat dipahami bahwa dalam jangka waktu
10 tahun (1975-1986) jumlah pulau di Indonesia bertambah sebanyak 3841
pulau, Luas 3841 pulau ini belum ditambahkan pada angka 2.027.067 Km2,
Belum terhitung luas wilayah laut yang mengelilingi 3841 pulau tersebut
serta wilayah udara di atasnya. Beberapa waktu yang lalu, diberitakan
melalui radio tentang penemuan kepulauan baru di Propinsi Sulawesi Utara,
Data sepuluh tahun terakhir (1986-1996) belum divmumkan pemerintah, me-
ngingat pemerintah secara rutin mengadakan pemetaan wilayah laut sesuai

7 Mochtar Kusuma-Atlmadja, fbid., hal. 10.

B Euy R. Agoes, Konvensi Hulaon Laur 1982, Masalah Pengamran Hok Lintas Kapal Asing,
Abardin, Bandung, 1991, hal. 250-251.

¥ Atje Misbach Muhjiddin, Op. (s, hal. 1-18.
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ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982, yang disesuaikan dengan dana
yang disediakan pemerintah, setiap tahun anggaran.

Pekerjaan kasar berupa pemetaan wilayah laut Indonesia menurut KHL
1982, belum selesai. Kalau sudah, maka jelas bahwa wllayah (laut, darat dan
udara) negara ini akan bertambah,

2. Pengakuan Masyarakat Internasional Terhadap Perluasan Wilayah
Indonesia
Dalam pergaulan MI dewasa ini, pengakuan sangat penting dan berpe-
ngaruh terhadap eksistensi suatu negara, termasuk perluasan wilayah baru.
Masalah perluasan wilayah baru, ditegaskan cleh I Wayan Parthiana sebagai
berikut:®
Pengakuan atas hak-hak teritorial baru, berkenaan dengan adanya
suatu peristiwa atau fokia dimana suatu negara memperoleh tam-
bahan wilayah baru tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. De-
ngan adanya pengakuan dari negara-negara lain atas tambahan wi-
layah yang diperoleh, maka lama kelamaan hak negara itu atas wi-
layah tersebut dapat menjadi semakin kuat dan sah menurut Hukum
Internasional.

Faktor yang paling berpengaruh dalam pengakuan wilayah baru adalah
penguasaan secara efektif atas wilayah bam tersebut.

Pengakuan MI secara tegas terhadap perluasan wilayah negara Indones:a
terjadi pada tanggal 10 Desember 1982, saat pengesahan KHL 1982 serta
KHL 1982 berlaku secara efektif, tanggal 16 Nopember 1994. Pengakuan se-
cara tersimpul telah diberikan oleh MI, antar waktu Deklarasi Djuanda
sampai dengan penandatanganan KHL 1982 (Desember 1987-Desember
1982) dalam bentuk pemberian izin Berlayar bagi kapal-kapal asing (militer
dan dagang) di laut Nusantara Indonesia.

KHL 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 17 Tahun
1985, tanpa reservasi. Alasan utama peratifikasian adalah rejim negara
kepulauan sebagaimana diatur dalam Bab IV KHL 1982.* Sebab dalam re-
jim negara kepulauan inilah terdapat perluasan wilayah negara Indonesia,
yang penguasaannya secara efektif dilakukan sejak Desember 1957.

13 | Wayan Parthisns, Pengariar Hukum Internasional, Mander Maju, Bandung, 1990, hal. 384,
* Almsan ini secarn lcges tepcantum dalam Konsiderans UU No. 17 Tahun Pengesshan Nations
Convention On The Law of The Ses.
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D. Dampak Perluasan Wilayah Negara Menurut Bab II dan IV
KHL 1982
Dampak positif atau manfaat dari ketentuan-ketentuan Bab Il dan IV

KHL 1982 yakni: a. wilayah suatu negara dapat bertambah luas; b. segala

sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya

buatan (SDB) yang berada di wilayah itu menjadi aset nasional dari negara
yang bersangkutan; ¢. Mengelola SDA, SDM dan SDB yang berada di wila-
yah itu untuk kemakmuran negara tersebut; d. Negara yang bersangkutan
dapat menempatkan angkatan bersenjata untuk mempertahankan wilayah itu;

e. Adanya pengakuan dari negara lain atas penguasaan wilayah baru tersebut.
Dampak negatif atau kerugian yang dapat timbul antara lain:

a, Suatu negara dapat kehilangan sebagian dari wilayah negaranya. Namun
menurut konvensi ini, dampak negatif ini sangat kecil kemungkinannya.
Hal ini nampak dari rambu-rambu yang terdapat dalam KHL 1982 itu
sendiri antara lain: pasal 4 mengenai batas luar laut teritorial; pasal 7
ayat {6) mengenai larangan penarikan garis pangkal lurus yang memo-
tong laut teritorial yang tidak mencapai 12 mil antar negara yang
berbatasan; dan pasal 47 ayat (5) mengenai larangan penarikan garis
pangkal lurus kepulauan yang memotong laut teritorial negara lain.

b. Penarikan garis batas wilayah negara dapat menimbulkan potensi konflik
bahkan persengketaan antar negara yang berbatsan. Contoh: Indonesia
dan Malaysia mengenai pulau-pulau Sepadan dan Ligitan; Indonesia
dengan Cina mengenai Laut Cina Selatan; kontak fisik antara Amerika
Serikat dengan Libya mengenai Teluk Sidra tahun 1981,

1V. Penutup

KHL 1982, terwujud berkat usaha PBB dalam mengharmonisasikan ber-
bagai kepentingan nasional antar negara dalam pemanfaatan laut. Dalam bab
1l dan IV KHL 1982, pada hakekatnya mengandung ketentuan-ketentuan me-
ngenai perluasan wilayah suatu negara, baik wilayah laut, darat maupun
udara. Sedangkan makna yang terkandung dalam Bab IV, yakni persatuan
dan kesatuan suatu negara kepulauan, yang menyangkut kesatuan politik,
hukum, ekonomi, sosial budaya, HANKAM dan sebagainya, Perumusan Bab
II dan IV KHL 1982, sebenarnya telah dipraktekkan oleh negara-negara
secara unilateral sebelum terbentuknya KHL 1982.

Kelebthan KHL 1982 yakni adanya penyeragaman LLT dan cara pem-
bentukan Laut Kepulauan, Pengaturan ini, menyebabkan lebih dari 70%
(1991) negara-negara anggota PBB sudah memperluasa LLT-nya, hampir
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semua negara kepulauan telah meratifikasinya, dan mau tidak mau semua
negara tunduk pada KHL 1982, sebab sejak 16 Nopember 1994, konvensi
ini telah beriaku secara efektif.

Bab II dan IV KHL 1982 mempakan ketenman ketentuan perluasan wi-
layah negara secara pasifik, sebab dampak positifnya lebih banyak daripada
negatifnya. Sebab konvensi diatur sedemikian rupa, sehingga kemungkinan
kecil untuk timbul konflik antar nega.ra Kalaupun timbul, dapat diselesaikan
secara damai.

Indonesia sebagai negara terkemuka dalam memperjuangkan dan mengo-
lakan ketentuan Bab Il dan IV KHL 1982, karena di dalamnya terkandung
kepentingan nasional Indonesia. Indonesia sudah mempraktekannya sejak 13
Desember 1957 dan MI telah memberikan pengakuan secara tidak langsung
melalui izin berlayar di laut nusantara, sebelum penandatanganan KHL 1982,
Selain itu, wilayah negara Indonesia semakin luas dengan penerapan
konvensi ini.’

Negara- negara termasuk Indonesia, dlharapkan agar menjaba:kan Bab
II dan IV KHL 1982 dalam hukum nasional, dalam rangka memperluas wila-
yah negara secara pasifik, dar menghindari perluasan wilayah secara klasik.
Pengajar Hukum Internasional sudah saatnya untuk memperkenalkan cara
perluasan wilayah ini, di samping cara-cara klasik yang sudah baku dalam
pelajaran Hukum Internasional.
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